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Abstract

Behavior does not choose a conscious decision by someone to not use its voting rights
by not attending the polling stations on the implementation of the general election. This study
examines the behavior is not picking on people in the District of Pekanbaru City election of
the President and Vice President in 2014. The authors are keen to do this research, because
in democratic countries, elections or election of President and Vice President is an
instrument of the implementation of democracy, but Pekanbaru City Subdistrict Subdistrict
society many do not exercise their voting rights in the implementation of the democratic
party. The research problems are "why some people do not participate in the election of
President and Vice President in 2014?" This study aims to determine the reasons that
dominate the public District of Pekanbaru City who do not exercise their voting rights by
using three categories of reasons behavior did not choose that reason technical, political
reasons and ideological reasons. This type of research is descriptive quantitative method
with a sample of 100 people Pekanbaru Kota sub-district, and data collection techniques that
do are questionnaires, interviews and documentation enclosed.

The results of this study, that the reason for not selecting the most dominating are
technical reasons such as work, pain, and out of town, which is about 57%. Of these three
indicators, the reasons prefer to work rather than come to the polls to choose the highest
reason in the category of technical reasons, This is because the majority of respondents work
as traders that are more concerned with economic interests rather than participate in
political activities. Another is political and ideological reasons.
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PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan
negara yang menerapkan sistem
demokrasi. Salah  satu  bentuk
penyelenggaraan  demokrasi  di
Indonesia adalah pemilihan umum.
Pemilihan umum dikelompokkan
dalam dua macam, yakni pemilihan
perwakilan rakyat dan pemilihan
Kepala Daerah ataupun Kepala
Negara yang dalam
penyelenggaraannya dijamin oleh
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum. ' Di Indonesia
pemilihan Kepala Negara lebih
dikenal dengan pemilihan umum
Presiden dan  Wakil Presiden
(Pilpres). Pemilihan umum Presiden
dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun
2014 di Indonesia  merupakan
pemilihan  Presiden dan Wakil
Presiden  ketiga kalinya yang
dilaksanakan secara langsung.

Pengaturan mengenai
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2008. Menurut Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008,
pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden adalah pemilihan umum
untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dalam Kesatuan Negara
Republik  Indonesia  berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar

! Uu No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemilihan umum merupakan
wadah bagi masyarakat dalam
menyampaikan aspirasi. Dalam hal
ini aspirasi rakyat merupakan ruh
dalam pelaksanaan perkembangan
dan pembangunan Indonesia ke
depan. Tetapi dalam aplikasinya,
pemilihan umum di Indonesia itu
sendiri ditanggapi secara apatis oleh
masyarakatnya sehingga berdampak
pada rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pemilihan umum.

Secara umum  pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden tahun
2014 di Kota Pekanbaru tidak ada
masalah yang signifikan karena tidak
ditemukan gejolak tertentu bahkan
terbilang cukup damai dan aman.
Meskipun secara umum pelaksanaan
pemilihan  Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2014 cukup kondusif,
namun antusiasme masyarakat untuk
hadir di tempat-tempat pemungutan
suara merupakan sebuah tantangan.
hal tersebut dapat dilihat dari
keikutsertaan  masyarakat dalam
pelaksanaan pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2014 dari data
hasil rekapitulasi suara pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden yang
diperoleh dari KPU Kota Pekanbaru
dapat diketahui bahwa tingkat
partisipasi politik masyarakat dalam
memberikan hak suaranya yang
paling rendah di Kota Pekanbaru
yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota.

2 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum  Presiden dan  Wakil
Presiden Republik Indonesia
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Berdasarkan hasil rekapitulasi
data Pilpres tahun 2014 yang penulis
dapat dari KPU Kota Pekanbaru,
menunjukkan  bahwa dari 12
Kecamatan yang ada di Kota
Pekanbaru, jumlah tidak memilih
tertinggi terdapat di Kecamatan
Pekanbaru Kota dengan jumlah
sebanyak 10.671 atau 48,33%.

Banyaknya jumlah
masyarakat Kecamatan Pekanbaru
Kota yang tidak memilih
menunjukkan  bahwa  rendahnya
partisipasi politik masyarakat

Kecamatan Pekanbaru Kota dalam
pelaksanaan pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden tahun
2014.

PERUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: Mengapa
sejumlah  masyarakat Kecamatan
Pekanbaru Kota tidak berpartisipasi
pada Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia Tahun
20147

TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku Tidak Memilih

Muhammad Asfar
mengemukakan faktor yang
menyebabkan non-voting  atau

golongan putih, diantaranya (i).
Faktor psikologis, yang hadir dalam
kepribadian yang tidak toleran,
otoriter, tidak acuh, perasaan tidak
aman, perasaan khawatir, kurang
mempunyai tanggung jawab secara
pribadi, dan semacamnya; (ii).

Sistem politik yang dianut sebuah
negara, karena pada umunya ada
pengaruh  positif antar tingkat
demokrasi sebuah negara dengan ada
tidaknya pemilihan umum di negara
tersebut, disamping proses
pelaksanaan pemilihan umum itu
sendiri; (iii). Kepercayaan politik,
dimana variabel kepercayaan dapat
menjelaskan keaktifan/ketidakaktifan
dan (iv). Latar belakang sosial
ekonomi (tingkat pendidikan,
pekerjaan dan tingkat pendapatan),
dimana kasus dibeberapa negara.
Keempat indikator utama ini sering
menjadi penentu hadir tidaknya
seseorang dalam sebuah pemilihan
umum?.

Menurut Eep Saefullah dalam
Efriza perilaku tidak  memilih
terpilah ke dalam tiga kategori besar,
antara lain:

1) Alasan teknis

Alasan teknis ini dijelaskan
ke dalam beberapa kelompok seperti
di bawah ini:

a) Pemilih yang berhalangan
hadir karena ketiduran seusai

bergadang semalaman
sehingga kehilangan
kesempatan mencoblos.

* Arif Sugiono, 2013, Strategic Political
Marketing: Strategi Memenangkan Setiap
Pemilu (Pemilukada, Pilpres, Pemilihan
Legislatif DPPRD, DPR-RI, DPD) Dengan
Menempatkan Pemiliha Sebagai Penentu
Kemenangan, Yogyakarta: Penerbit Ombak,
him 146

*Efriza. Political Explore: Sebuah Kajian
limu Politik. ALFABETA. Bandung. 2012.
HIm 546
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b)

d)

a)

Selain itu absen di tempat
pemungutan suara karena
kelelahan, sakit atau harus
mengurus  jenazah  dan
memakamkan kerabatnya.

Pemilik suara tidak sah
karena keliru mencoblos
akibat gagalnya sosialisasi
atau minimnya pengetahuan

pemilih.
Pemilih yang kurang
pengetahuan misalnya di

pelosok daerah. Mereka yang
tak tahu untuk apa pemilu

diadakan dan untuk apa
mereka  memilih,  kaitan
pilihan dan kepentingan,

bahkan tak tahu apa yang ia
inginkan sehingga gamang
dan tak mencoblos.

Pemilik suara tidak dapat
memilih karena tidak
mendapat undangan dan
tidak  terdaftar  sebagai
pemilih (tidak masuk dalam
daftar pemilih tetap) atau

disengaja tidak
diberikanundangan oleh
pihak  panitia  walaupun

sudah terdaftar dalam daftar
pemilih tetap.

2) Alasan politis

Alasan politis ini terdiri atas

beberapa kelompok, antara lain:

Pemilih  tidak  memiliki
pilihan dari salah satu
kandidatkarena tidak sesuai
dengan harapannya sehingga
dia tidak mau mencoblos.

Jom FISIP Volume 4 No.1 Februari 2107

b)

Pemilih tidak percaya
formalisme sekalipun
bersahabat dengan elitisme
dan tak percaya formalisme
sekaligus elitisme. Biasanya
mereka anti terhadap hal-hal
formal, seperti partai, pemilu,
parlemen, dan pemerintah).
Pemilih yang tidak mau
memilih karena menganggap
demokratisasi sebagai arena
permainan elite menggunakan
arena dan kendaraan formal.
Mereka tidak percaya pemilu
dan pilihan mereka membawa
perubahan terhadap
kehidupan mereka

3) Alasan ideologis

Alasan ini cenderung bersifat

permanen. Alasan ideologis terbagi
terdiri dari ideologis sayap kanan

maupun
menganggap

sayap Kiri.
golput

Masyarakat
sebagai

perwujudan keyakinan ideologis.

a)

b)

Pada sayap kiri, mereka
menolak berpartisipasi dalam
pemilu sebagai konsekuensi

dari penolakan atas
demokrasi liberal.
Masyarakat tidak percaya

pada mekanisme demokrasi
yang dianggap liberal, untuk
itu mereka tidak mau terlibat

di dalamnya.

Pada sayap kanan, mereka
berasal dari kalangan
fundamentalisme agama
terutama  Islam.  Mereka

beranggapan demokrasi dan
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pemilu bertentangan dengan
syariat agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan penelitian
kuantitatif. ~ Penelitian  kuantitatif
dengan format deskriptif bertujuan
untuk menjelaskan, meringkaskan
berbagai kondisi, berbagai situasi,
atau berbagai variabel yang timbul
dimasyarakat, yang menjadi objek
penelitian ini , berdasarkan apa yang
terjadi.  Penelitian dilakukan di
Kecamatan Pekanbaru Kota.

Populasi dalam penelitian ini
berjumlah  10.671 orang Yyang
merupakan masyarakat Kecamatan
Pekanbaru  Kota vyang  tidak
menggunakan hak pilihnya pada
pemilihan  Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2014. Sedangkan
sampel  dalam  penelitian  ini
ditentukan  menggunakan  rumus
Slovin, sehingga didapat 100
responden.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tidak Memilih
Pada Pemilihan Presiden Dan
Wakil Presiden Tahun 2014

Pemilihan umum merupakan
sarana pengalaman demokrasi. Dapat
dikatakan tidak ada demokrasi tanpa
pemilihan umum, dan masyarakat
memiliki peran yang sangat penting
dalam penyelenggaraan pemilihan

umum tersebut. Masyarakat
diposisikan sebagai aktor penting
dalam tatanan demokrasi, karena
pada hakekatnya demokrasi berdasar
pada logika persamaan dan gagasan
bahwa Pemerintah  memerlukan
persetujuan dari yang diperintah.

Masyarakat merupakan
bagian dalam partisipasi politik.
Salah satu wujud nyata dari
partisipasi politik masyarakat ialah
pada saat pemilihan umum, dalam
hal ini masyarakat memiliki peranan
dalam  pengambilan  keputusan.
Dalam pemilihan umum masyarakat
memberikan hak pilihnya untuk
menentukan siapa yang akan terpilih
sebagai pemimpin, namun kesadaran
masyarakat akan pentingnya ikut
serta dalam partisipasi politik masih
rendah. Hal tersebut dapat dilihat
berdasarkan data hasil rekapitulasi
Pilpres tahun 2014 yang
menunjukkan ~ bahwa dari 12
kecamatan yang ada di Kota
Pekanbaru,  jumlah partisipasi
terendah berada di Kecamatan
Pekanbaru Kota.

Dalam memahami
permasalahan yang muncul pada
individu seputar alasan responden
untuk tidak berpartisipasi atau tidak
memilih dalam Pilpres tahun 2014
lalu, penulis membagi kondisi
perilaku tidak memilih tersebut
kedalam beberapa kategori,
diantaranya adalah alasan teknis,
alasan politis dan alasan ideologis
yang penulis sajikan dibawah ini:

Jom FISIP Volume 4 No.1 Februari 2107

Page 5



1) Alasan Teknis

Alasan teknis dalam
penelitian ini adalah adanya kendala
yang bersifat teknis yang dialami
oleh pemilih sehingga
menghalanginya untuk menggunakan
hak pilih. Seperti pada saat hari
pencoblosan pemilih sedang sakit,
pemilih sedang ada kegiatan yang
lain serta berbagai hal lainnya yang
sifatnya menyangkut pribadi pemilih.
Kondisi itulah yang secara teknis
membuat pemilih tidak datang ke
TPS untuk menggunakan hak
pilihnya.

Secara teknis, seseorang tidak
menggunakan hak pilihnya terdiri
dari lima indikator, seperti: karena
sakit, bekerja, letak TPS yang tidak
terjangkau, cuaca buruk, dan keluar
kota.

Berdasarkan  data  yang
diperoleh dari hasil penyebaran 100
kuesioner di Kecamatan Pekanbaru
Kota bahwa karakteristik responden
berdasarkan jenis pekerjaan
mayoritas bekerja sebagai pedagang,
sehingga mereka memiliki ruang
gerak yang cukup sempit untuk ikut
berpartisipasi dalam kegiatan politik
serta lebih mementingkan
pekerjaannya karena beranggapan
bahwa jika mereka tidak bekerja
maka mereka tidak akan
mendapatkan penghasilan.  Sesuai
dengan hasil tabulasi data, dari 100
responden terdapat 41 responden
atau sekitar 41% yang menjawab
tidak menggunakan hak pilihnya
karena alasan teknis tersebut.

Alasan lain yang
menyebabkan  responden  tidak

menggunakan hak pilihnya pada
pemilihan  Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2014 lalu yaitu alasan
keluar kota dengan jumlah 13% dan
alasan teknis yang paling sedikit
adalah alasan sakit yang berjumlah
hanya 3% saja. Jadi, dari 100
responden yang menjawab tidak
memilih  karena alasan teknis
sebanyak 57 responden atau 57%.

2) Alasan Politis

Indikator yang dijadikan
sebagai parameter untuk mengetahui
faktor-faktor atau alasan mengapa
masyarakat yang ada di Kecamatan
Pekanbaru Kota. lebih memilih untuk
tidak menggunakan hak pilihnya,
dapat dilihat dari: apatis, adanya
anggapan bahwa pemilihan umum
tidak membawa perubahan, tidak
adanya sosialisasi tentang visi dan
misi kandidat, dan masyarakat tidak
memahami isi visi dan misi kandidat.

Pada faktor ini alasan yang
paling banyak dipilih oleh responden
untuk tidak menggunakan hak
pilihnya karena adanya anggapan
mereka bahwa Pilpres yang ada tidak
akan membawa perubahan yang
berarti, yaitu sebanyak 23 orang atau
sekitar 23% dari 100 responden yang
ada.

Sedangkan 2 responden
lainnya beralasan bahwa tidak ada
pilihan kandidat yang sesuai dengan
kriteria mereka dan harapan mereka.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari
100 responden yang menjawab tidak
memilih karena alasan politis yaitu
sebanyak 25 responden atau 25%.
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3) Alasan ldeologis

Indikator yang dijadikan
sebagai parameter untuk mengetahui
alasan-alasan  masyarakat  tidak
menggunakan hak pilihnya pada
pemilihan umum, adalah: tidak
percaya pada mekanisme,
bertentangan dengan unsur
keagamaan, dan adanya perbedaan
pandangan.

Faktor ideologi ditujukan
bagi mereka yang tidak percaya pada
mekanisme demokrasi (liberal) dan
tidak mau terlibat didalamnya entah
karena alasan nilai-nilai agama atau
perbedaan pandangan. Menurut hasil
analisis data terhadap jawaban
kuesioner pada 100 responden
diperoleh faktor yang paling banyak
menyebabkan  seseorang  tidak
menggunakan hak pilihnya adalah
karena tidak mau terlibat dalam
pemilihan umum karna bertentangan
dengan unsur keagamaan sebanyak
11%.

Alasan lain yang
menyebabkan  responden  tidak
memilih  yaitu  karena  alasan
masyarakat tidak percaya dengan
mekanisme atau sistem
penyelenggaraan pemilihan  yang
digunakan, yaitu sebesar 7%. Dapat
disimpulkan  bahwa dari 100
responden yang menjawab tidak
memilih karena alasan ideologis
sebanyak 18 responden atau 18%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan
pembahasan mengenai perilaku tidak
memilih pada pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden tahun 2014,
dapat disimpulkan bahwa:

1) Alasan masyarakat memilih
untuk tidak menggunakan
hak pilihnya adalah karena
alasan bekerja, sakit, keluar
kota, tidak ada pilihan
kandidat yang sesaui kriteria,
adanya anggapan bahwa
Pilpres tidak akan membawa
perubahan, adanya perbedaan
pandangan  dengan  para
kandidat calon Presiden dan
Wakil  Presiden Republik
Indonesia tahun 2014
sehingga masyarakat tidak
ingin terlibat didalamnya, dan
masyarakat atau pemilih pada
umumnya tidak percaya
terhadap mekanisme
pemilihan umum.

2) Faktor-faktor yang
menyebabkan masyarakat
Kecamatan Pekanbaru Kota
lebih  memilih untuk tidak
menggunakan hak pilihnya,
karena  beberapa  faktor,
seperti faktor alasan teknis,
alasan politis, dan alasan
ideologi. Faktor yang paling
menyebabkan masyarakat
memilih untuk tidak
menggunakan hak pilihnya,
karena alasan teknis sebesar
57% atau  sekitar 57
responden. Urutan kedua
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adalah faktor politis sebesar
25 % atau sekitar 25
responden. dan urutan ketiga
adalah faktor ideologi sebesar
18 % atau 18 responden.

Saran

Berdasarkan kesimpulan
diatas, maka peneliti dapat membuat
saran sebagai berikut ini:

1) Bagi penelitian selanjutnya,
supaya ada penelitian serupa
yang bermaksud menguji
statistik ~ di Kecamatan
Pekanbaru Kota. Selain itu
direkomendasikan juga untuk
penelitian bagaimana cara
yang efektif untuk
meningkatkan partisipasi
politik masyarakat dari latar
belakang sosiokultural yang
berbeda.

2) Pada saat menjelang Pilpres,
pihak  Kecamatan  harus
mengkoordinasi kembali dari
masing-masing TPS untuk
mengajak masyarakat betapa
pentingnya berpartisipasi
politik.

3) Seharusnya pejabat publik
harus menepati janji-janji
politiknya, sehingga
masyarakat pun percaya akan
politik dalam hal memilih
salah satu pejabat yang
diyakini dapat mengubah
nasib bangsa Indonesia secara
umum, dan harapan bangsa
Indonesia pun akan terwujud.
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